
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.451, 2017 KEMENDAGRI. Cabang Dinas. UPT Daerah. 

Pembentukan. Pedoman.  
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS  

DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5), 

Pasal 22 ayat (8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan 

Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
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telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT 

PELAKSANA TEKNIS  DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu 

gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur 

pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota. 

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
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menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dalam negeri. 

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun1945. 

7. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat  

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
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13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

14. Badan adalah  Perangkat Daerah yang merupakan unsur 

penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

15. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah 

penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan 

menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber 

daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit 

kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. 

16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 

17. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.  

18. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk 

melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 

 

BAB II 

CABANG DINAS 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

 

Pasal 2 

(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan bidang pendidikan serta Urusan 

Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah 

provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. 

(2) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang 
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diselenggarakan. 

 

Pasal 3 

(1) Cabang dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas 

daerah provinsi melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di 

wilayah kerjanya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), cabang dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program 

sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah 

kerjanya; 

b. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang 

tugas dan wilayah kerjanya; 

c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan 

lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan cabang dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Urusan 

Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah 

provinsi yang meliputi: 

a. sub Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah 

dan pendidikan khusus. 

b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan;  

c. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya 

mineral; dan 

d. sub Urusan Pemerintahan bidang kelautan. 

(4) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik 

pada bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), cabang dinas mendapat pelimpahan 

wewenang perizinan dan wewenang lainnya dari gubernur 

yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. 

(5) Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota 

yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sesuai 
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